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ABSTRAK

Di Indonesia, terkait penentuan awal bulan gamariyah, sepanjang
sejarahnya mengalami berbagai perkembangan yang cukup signifikan. Hal itu
terbukti dengan adanya 3 arus utama “mazhab”, yaitu mazhab rukyat oleh
golongan Nahdlatul Ulama (NU), mazhab hisab bagi golongan Muhammadiyah
dan mazhab imkan al-ru’yat oleh pemerintah. Permasalahan yang terjadi dalam
penentuan awal bulan gamariyah tersebut, NU dan Muhammadiyah seringkali
terjadi perbedaan. Pemerintah sebagai lembaga kekuasaan yang mempunyai
kewenangan, berusaha menyatukan perbedaan dalam penentuan awal bulan
gamariyah —khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijjah- lewat sidang isbat, yang
mana dalam sidang isbat tersebut mengundang seluruh ormas-ormas Islam yang
ada di Indonesia, terutama NU dan Muhammadiyah. Dari hasil sidang tersebut
dihimbau kepada seluruh ormas untuk mengikuti ketetapan pemerintah. Namun,
walaupun sudah ada isbatr pemerintah, dalam realitanya NU dan Muhammadiyah
kadang masih tidak mengikuti hasil isbat pemerintah yang semestinya sudah
disetujui seluruh peserta sidang termasuk ormas-ormas yang ada. Penyusun
tertarik untuk meneliti kedudukan isbat pemerintah dalam penentuan awal bulan
gamariyah menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Penelitian ini merupakan library research atau penelitian kepustakaan
yaitu dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Teknik pengumpulan data
penelitian ini adalah studi dokumenter dan studi lapangan. Studi dokumenter
dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi
dan Kklasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian,
baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain.
Studi lapangan yang meliputi wawancara secara langsung dengan tokoh baik NU
maupun Muhammadiyah. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik yaitu suatu
penelitian yang dilakukan untuk menginventarisasi secara kritis analisis, yaitu
dengan menemukan fakta, pengertian serta permasalahan dengan diikuti oleh
analisis yang memadai. Dengan mengkaji argumentasi yang digunakan NU dan
Muhammadiyah mengenai kedudukan isbar pemerintah. Pendekatan penelitian
dilakukan dengan pendekatan normatif yaitu berdasarkan norma-norma agama.

Setelah dilakukan penelitian, NU dan Muhammadiyah bersikukuh dengan
metode yang dianutnya dalam penentuan awal bulan gamariyah, sehingga tidak
ada kewajiban harus mengikuti hasil isbar pemerintah. NU secara formal akan
mengikuti 7sbat pemerintah bila pemerintah dalam mengambil keputusan
berdasarkan hasil ru’yat al-hilal atau istikmal Jika isbat pemerintah tidak
berdasarkan ru’yat al-hilal atau istikmal, maka NU tidak wajib mengikuti
pemerintah. Sedangkan Muhammadiyah akan mengikuti isbat pemerintah bila
pemerintah keputusannya bersifat autoritatif, yaitu berdasarkan syar‘i dan valid
secara data astronomis. Kalau dianalogikan Muhammadiyah akan mengakui isbat
pemerintah jika keputusan pemerintah berdasarkan hisab wujudul hilal. Di
samping itu juga, nuansa politis juga dapat mempengaruhi antara NU dan
Muhammadiyah untuk mengikuti isbat pemerintah. Kalau pemerintah —dalam hal
ini Menteri Agama- berafiliasi dari salah satu ormas yang berbeda, tentu akan
berpengaruh dalam pengambilan keputusan dalam isbat tersebut.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf
Nama Huruf Latin Keterangan

Arab

| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

< Ba’ b be

< Ta’ t te

& Sa’ S es (dengan titik di atas)

z Jim j je

d Ha’ h ha (dengan titik di bawah)

d Kha’ kh ka dan ha

3 Dal d de

3 Zal 7 zet (dengan titik di atas)

J Ra’ r er

J zai z zet

o sin s es

Vi



LS

syin
sad
dad
ta
za
‘ain
gain
fa’
gaf
kaf
lam
mim
nun
wawu
ha’

hamzah

b

ya

Sy

es dan ye
es (dengan titik di bawah)
de (dengan titik di bawah)
te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di bawah)
koma terbalik di atas

ge

ef

qi

ka

[3

el

3

em

‘en
w
ha

apostrof

ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

ditulis

ditulis

Muta’addidah

‘iddah

vii




C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

ditulis

ditulis

Hikmah

‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki

lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

el oY) Al <

ditulis

Karamah al-auliya’

3. Bila ta’” marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis t atau h.

shdll 3l ditulis Zakah al-fitri
D. Vokal Pendek
fathah ditulis a
Jad ditulis fa’ala

viii




kasrah ditulis i
=S3 ditulis zukira
' dammah ditulis u
P S ditulis yazhabu
E. Vokal panjang
1 | fathah + alif ditulis a
ilala ditulis jahiliyyah
2 fathah + ya’ mati ditulis a
(ol ditulis tansa
3 kasrah + ya’ mati ditulis i
pa =S ditulis karim
4 dammah + wawu mati ditulis u
oagd ditulis furud
F. Vokal rangkap
1 fathah + ya’ mati ditulis ai
asin ditulis bainakum
2 fathah + wawu mati ditulis au
Jsd ditulis qaul




G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

Al ditulis A’antum
e ditulis U’iddat
Al S ol ditulis La’in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

661”

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf

R A ditulis Al-Qur’an

bl ditulis Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf | (el) nya.

slauddl ditulis As-Sama’

YA ditulis Asy-Syamsu

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

wagdll 5 ditulis Zawi al-Furud

A Jal ditulis Ahl as-Sunnah




MOTTO
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“Pendapat saya benar tapi bisa mengandung kesalahan, dan pendapat orang lain
salah tapi bisa mengandung kebenaran”
(Imam Syafi %, Ibn Hajar al-Haitami dan Ibn Rusyd al-Andalusi)

4 Lalint] Lo Lamy Lzmy oy g ade L) Lagb O glas

“Bekerjasama dalam masalah yang kita sepakati dan saling toleransi dalam
masalah yang kita perselisihkan”
(Muhammad Rasyid Ridha)

“Manusia yang sejati adalah manusia yang dalam hidupnya tidak menjadi beban
orang lain”
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang diturunkan Allah sebagai pencerah bagi umat
manusia. Dengan perantara Nabi Muhammad sebagai central figure dalam
perkembangan Islam, menjadikan beliau sebagai tokoh yang sangat diakui
keberadaanya di dunia dan dialah satu-satunya orang dalam sejarah yang sangat
berhasil, baik dalam hal keagamaan maupun sekuler.' Sehingga keberadaan agama
Islam merupakan tonggak awal munculnya hukum Islam atau syari’ah yang
sumbernya berasal Al-Qur’an dan Sunnah. Nabi Muhammad SAW dalam
menyebarkan agama Islam membawa misi yaitu Islam yang rahmatan Iil ‘alamin,
agama yang mengedepankan rasa kasih sayang terhadap siapa saja, golongan apa saja
tanpa memandang suku atau warna kulitnya.

Dengan memandang Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin, maka yang namanya
perbedaan pendapat merupakan suatu keniscayaan yang harus dijaga agar perbedaan
tersebut tidak menimbulkan disharmonisasi dalam Islam. Sesama muslim saling
menjamin rasa ukhuwah antar mereka tanpa mengunggulkan kelompoknya sendiri

walaupun pandangan dan orientasinya berbeda. Sebagai contoh dalam segi ibadah

! Dalam pengantar bukunya dijelaskan bahwa pemberian peringkat yang lebih tinggi kepada
Nabi Muhammad SAW daripada Yesus, sebagian besar karena kepercayaan penulis bahwa
Muhammad SAW memainkan pengaruh pribadi yang lebih besar pada perumusan agama Islam
ketimbang Yesus dalam perumusan agama Nasrani. Lihat Michael H. Hart, 100 Tokoh Paling
Berpengaruh di Dunia, cet. ke-2 (Jakarta: Hikmah, 2009), him. xxvi dan him. 1



(figh) Kkita berbeda mazhab atau aliran tapi kita tetap menjunjung tinggi Islam karena
kita berprasangkan baik bahwa orang yang berbeda dengan kita tersebut juga
memiliki dasar pemahaman yang diambil dari Al-Qur’an dan Sunnah.

Di negara Indonesia, terkait penentuan awal bulan, sepanjang sejarahnya
mengalami berbagai perkembangan yang cukup signifikan. Hal itu terbukti dengan
adanya 3 arus utama “mazhab”, yaitu mazhab rukyat oleh golongan Nahdlatul Ulama
(NU), mazhab hisab bagi golongan Muhammadiyah dan mazhab imkan al-ru’yat oleh
pemerintah.? Ketiga mazhab ini memiliki kriteria masing-masing mengenai awal
bulan gamariyah, sehingga kemungkinan berbeda penetapannya sangat besar.?

Permasalahannya kemudian adalah merembet kepada masalah wukhuwah
islamiyyah di masyarakat Islam Indonesia, di mana keragaman figh, tingkat
pendidikan serta keragaman cara penetapan waktu ibadah kembali menjadi kendala
yang serius bagi kebersamaan masyarakat Islam.” Dari organisasi masyarakat yang
sering berbeda adalah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dalam hal ini NU
lebih cenderung menggunakan metode rukyat, sedangkan Muhammadiyah

menggunakan metode hisab.

2 Ahmad lzzudin, Figih Hisab Rukyah di Indonesia; Upaya Penyatuan dengan Mazhab
Rukyah dengan Mazhab Hisab, cet. ke-1 (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003), him. 1.

¥ Tim Majlis Tarjih, “Fatwa Agama” dalam Suara Muhammadiyah, No. 23, Tahun ke 81 (1-
15 Desember, 1996).

* Sambutan Menteri Agama Dr. Tarmizi Taher dalam buku Farid Ruskanda, 100 Masalah
Hisab & Rukyah; Telaah Syari’ah, Sain dan Teknologi, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
him. 10-11.



Kedua ormas tersebut dalam praktek penentuan awal bulan seringkali
mengakibatkan masyarakat Islam, khususnya di Indonesia, menjadi bingung bahkan
kerapkali mengalami ‘“pertentangan” antar pengikut masing-masing ormas. Efek
psikologis yang sangat besar menimpa masyarakat Islam di Indonesia akibat dari
perbedaan cara pandang penentuan awal bulan tersebut adalah adanya rasa
kebingungan sangat kuat yang melahirkan berbagai asumsi masyarakat awam bahwa
dalam Islam hukum bisa dibuat-buat oleh ormas tertentu tergantung seberapa besar
massa yang memiliki dan seberapa cerdas untuk bisa berapologi.”

Untuk menengahi permasalahan perbedaan dalam penentuan awal bulan
gamariyah antara kedua ormas tersebut, pemerintah mencoba melakukan isbat atau
penetapan mengenai awal bulan, dengan duduk bersama ormas-ormas yang ada di
Indonesia, khususnya NU dan Muhammadiyah. Dalam isbar tersebut diharapakan
terjadi sebuah kesatuan pendapat dengan mengambil dasar-dasar metode yang
digunakan kedua ormas, sehingga terjadi kesamaan dalam penentuan awal bulan
gamariyah.

Sebagai uli al-amri, pemerintah Republik Indonesialah yang berwenang
menetapkannya, demikian pula untuk waktu-waktu yang lain, terutama yang
menyangkut pelaksanaan syariat Islam. Khusus untuk penetapan waktu pelaksanaan

syariat Islam, pemerintah membentuk badan Badan Hisab dan Rukyat yang

® Ali Romadhoni, “Konsep Pemaduan Hisab dan Rukyah dalam Menentukan Awal Bulan
Qomariyah; Studi atas Pandangan Ormas Muhammadiyah dan NU”, Skripsi tidak diterbitkan
(Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2009).



beranggotakan para ulama dari Majlis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam (seperti
Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persis), para pakar dari IAIN, praktisi/tenaga
ahli dalam hisab-rukyat, staf Planetarium dan Observatorium Jakarta, Staf Badan
Metereologi dan Geofisika, serta para pejabat Departemen Agama RI.° Dalam
merumuskan keputusannya, sidang isbat mengevaluasi semua data, baik data hisab
maupun kesaksian rukyat.

Hal senada juga disampaikan Wahyu Widiana’ dalam makalahnya bahwa
Departemen Agama berusaha mengembangkan sistem rukyat yang berpadukan hisab,
dan sistem hisab yang berpadukan rukyat/observasi. Hasilnya, dalam banyak kasus
perbedaan tersebut berhasil dihilangkan atau setidak-tidaknya terkurangi. Meskipun
demikian, dalam beberapa kasus perbedaan tersebut tidak dapat teratasi.

Mutoha Arkanuddin dalam artikelnya® menerangkan bahwa sekarang muncul
istilah Hilal Syar‘i dan Hilal Falaky. Istilah ini muncul setelah selama beberapa kali
klaim kenampakan hilal di Indonesia dijadikan dasar penetapan 7sbat penentuan awal
bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah termasuk kasus Ramadan tahun 2010.

Di era kemajuan sains dan teknologi yang begitu pesat sekarang ini
pembuktian ilmiah seharusnya bisa menjadi "hakim" yang dapat memutuskan benar-

tidaknya laporan seseorang. Padahal kalau kita mau pelajari kajian sains tentang

® Farid Ruskanda, 100 Masalah Hisab dan Rukyah; Telaah Syariah, Sains dan Teknologi,
cet.ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) him. 91

" Farid Ruskanda dkk., Rukyah Dengan Teknologi; Upaya Mencari Kesamaan Pandangan
tentang Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1994) him. 79

® Mutoha Arkanuddin,“Hilal Syar’i vs. Hilal Falaky,” http://rukyahulhilal.org/opini/hilal-
syari-vs-hilal-falaky.html, akses 23 September 2010.


http://rukyatulhilal.org/opini/hilal-syari-vs-hilal-falaky.html
http://rukyatulhilal.org/opini/hilal-syari-vs-hilal-falaky.html

kenampakan hilal atau sering disebut visibilitas hilal sudah sejak lama dilakukan oleh
para pakar falak di seluruh dunia. Jauh sebelum Islam lahir ahli falak Babilonia sudah
mengetahui bahwa hilal hanya bisa disaksikan pada minimal ketinggian 12°. Pada
abad ke-8 Ibnu Tariq seorang ahli falak Islam memperkuat pendapat tersebut
termasuk juga Al Batani, Al Khawarizmi dan Habas pada era berikutnya. Penelitian
era modern berikutnya Fotheringham, Mauder, Schoch, Bruin, Mohammad Ilyas,
SAAO, Royal Greewich Observatory (RGO), Shaukat, Danjon, Yallop dan Odeh dari
ICOP tidak satupun mengindikasikan bahwa hilal pada ketinggian 2°-3° dapat
dirukyat apalagi hanya dengan mata telanjang. Namun justru pengetahuan falak yang
berkembang di negeri ini seolah mundur ke ribuan tahun yang lalu sebelum era
Babilonia, cukup memprihatinkan.

Sudah semestinya kita harus belajar dari mereka-mereka yang sudah
melakukan penelitian selama ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Sementara ahli
falak kita nampaknya lebih senang bermain dengan hitungan-hitungan falak klasiknya
dan saling beradu akurasi ketimbang rajin melakukan rukyat sebagai pembuktian
akurasi hisabnya. Konon rukyatpun hanya dilakukan menjelang Ramadan atau
Syawal atau Zulhijjah saja dengan pengetahuan dan peralatan seadanya bahkan
mungkin masih menggunakan perhitungan yang kasar sehingga data posisi hilal
mengalami deviasi sampai lebih 2° dari posisi yang sesungguhnya. Padahal peluang
melakukan rukyat setidaknya ada 24 kali selama setahun yaitu 12 kali untuk hilal

muda (sore) dan 12 kali untuk hilal tua (pagi) tapi itu tidak pernah dilakukan. Belum



lagi masih banyak anggapan di sebagian besar ahli falak kita bahwa batas hilal
mungkin dapat dirukyat (imkan al-ru’yaf) adalah hilal pada ketinggian 2° saat
Matahari terbenam yang jelas-jelas menyalahi kaidah ilmu falak yang sudah lama
dibangun oleh para peneliti hilal. Kriteria MABIMS yang dipedomani pemerintah
kita saat ini dimana menyatakan bahwa batas imkan al-ru’yat adalah 2° juga menjadi
salah satu biang munculnya klaim rukyat. Apalagi justru klaim tersebut sering
diterima sebagai dasar penetapan isbat hanya dengan alasan sah secara syar'i dan
demi kemaslahatan umat tanpa pernah ada keberatan dari peserta sidang yang lain
khususnya dari kalangan astronom. Padahal Rasulullah saja menyuruh kita untuk
mengatakan yang benar walaupun itu pahit, " qul al-hagqa walau kana murran". Untuk
itu sudah saatnya pemerintah juga perlu meninjau ulang tentang kriteria MABIMS
yang konon merupakan hasil kesepakatan Indonesia, Malaysia, Brunei dan Singapura.
Belakangan Brunei memilih tidak menggunakan karena alasan tertentu.’

Beberapa tahun belakangan ini terutama pasca reformasi sudah ada kemajuan
dengan bersamanya pelaksanaan awal Ramadan, hari raya idul fitri dan idul adha,
tapi tidak menutup kemungkinan walaupun pemerintah telah menetapkan awal bulan
tersebut masih ada organisasi masyarakat tertentu yang tidak mengikuti pemerintah.
Sedang pra reformasi atau masa orde baru sangat kentara sekali adanya perbedaan
antara NU dan Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan tersebut, meskipun

pemerintah berupaya menengahi melalui isbamya. Masing-masing dari kedua ormas

® Ibid.



tersebut bersikukuh dengan metode penetapan yang diakuinya. Tentu saja kondisi
yang demikian, menambah menariknya kedalaman penelitian ini untuk segera

dilakukan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah empirik di atas, fokus permasalahan yang
dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan organisasi masyarakat
Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mengenai kedudukan isbat pemerintah

dalam penentuan awal bulan gamariyah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan isbat pemerintah
dalam penentuan awal bulan gamariyah menurut Nahdlatul Ulama (NU) dan
Muhammadiyah. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah, selain sebagai
kekayaan khazanah keilmuan Islam khususnya dalam hal ilmu falak, di sisi lain
sebagai sumbangsih pemikiran mengenai persoalan penentuan awal bulan gamariyah

dan memberikan jalan tengah terhadap ketidaksamaan pendapat yang saling berbeda.

D. Telaah Pustaka
Persoalan terkait kedudukan isbat pemerintah dalam penentuan awal bulan

gamariyah, sejauh analisa yang peneliti lakukan atas berbagai karya tulis baik berupa



buku-buku ilmiah, skripsi, jurnal, maupun yang lain, belum ditemukan karya yang
membahas secara detail mengenai bagaiamana pandangan ormas NU dan
Muhammadiyah mengenai kedudukan zsbat pemerintah dalam penentuan awal bulan
gamariyah. Meskipun demikian, ada beberapa yang mungkin sudah mengkaji model
dan cara menentukan awal bulan gamariyah meskipun belum jelas arahnya, itupun
lebih menyoroti permasalahan hisab dan rukyat.

Tulisan yang berjudul “Konsep Pemaduan Hisab dan Rukyat dalam
Menentukan Awal Bulan Qomariyah; Studi atas Pandangan Ormas Muhammadiyah
dan NU”, sebuah karya Ali Romadhoni, menjelaskan bagaimana memberikan jalan
tengah terhadap perbedaan antar NU dan Muhammadiyah dalam penentuan awal
bulan sehingga terjadi kesamaan dalam penentuannya. Dalam tulisan ini, Ali
Romadhoni lebih membahas kepada solusi terhadap perbedaan penentuan awal bulan
gamariyah yaitu dengan adanya isbat pemerintah, tetapi dalam pelaksanaan di
masyarakat antara Nahdliyin dan Muhammadiyah tidak menghiraukan isbat
pemerintah tersebut.'® Selain itu pula belum mengarah kepada bahasan kedudukan
isbat pemerintah itu menurut kedua ormas tersebut.

Berbeda dengan Ali Romadhoni, karya Erdiansyah yang berjudul “Metode
Penentuan Awal Bulan Qamariyah” yang mengkaji terhadap Keputusan Menteri
Agama RI tentang penetapan tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 1 Dzulhijjah Tahun

1428 H. Karya ini pada dasarnya menjelaskan posisi pemerintah dalam penetapan

19 1bid.



awal bulan gamariyah dan metode yang digunakan, tapi belum mengarah kepada
kedudukan isbat pemerintah menurut kedua ormas tersebut.™

Ada lagi tulisan karya Eko Wahyu Widodo yang berjudul “Studi Penyautan
Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah Serta Implementasi Pembuatan
Kalender Hijriyah Perspektif Badan Hisab Rukyah” yang mengkaji bagaimana
penyatuan awal bulan gamariyah dengan menggunakan perspektif Badan Hisab dan
Rukyat, akan tetapi belum menjelaskan mengenai kedudukan isbat pemerintah
menurut NU dan Muhammadiyah.*?

Berbeda dengan tulisan di atas, Ahmad Izzudin dalam karyanya yang berjudul
“Fiqih Hisab Rukyat di Indonesia”,** yang membahas masalah penetapan landasan
perbedaan antara rukyat dan hisab. Menurut lzzudin, ada beberapa alasan yang
menyebabkan perbedaan ini, akan tetapi ada upaya untuk menawarkan alternatif
dalam upaya membangun masyarakat sopan dalam beragam. Buku tersebut belum
sampai mengarah pada bahasan zsbat pemerintah.

Selain buku tersebut ada buku karya Susiknan Azhari yang berjudul “Hisab

dan Rukyat” dengan tema wacana membangun kebersamaan di tengah perbedaan.'*

1 Erdiansyah, “Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah; Kajian Terhadap Keputusan
Menteri Agama RI tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 1 Dzulhijjah 1428 H,”
Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2007).

12 Eko Wahyu Widodo, “Studi Penyautan Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah Serta
Implementasi Pembuatan Kalender Hijriyah Perspektif Badan Hisab Rukyah,” Skripsi tidak diterbitkan
(Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2008).

3 Ahmad 1zzuddin, Figih Hisab, him. 52-60

! Susiknan Azhari, Hisab dan Rukyah; Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah
Perbedaan, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
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Yang berisikan tentang dialog yang dilakukan oleh para ulama dan ahli astronomi
mengenai ide dan pandangan yang dilahirkan oleh perbedaan hisab dan rukyat.
Berdasarkan telaah beberapa pustaka di atas, penyusun menyimpulkan bahwa
penelitian yang mengfokuskan objek kajian tentang kedudukan isbat pemerintah
dalam penentuan awal bulan gamariah menurut pandangan NU dan Muhammadiyah
belumlah ada yang melakukan, atau setidaknya berbeda dengan penelitian-penelitian
yang telah ada. Berdasarkan asumsi itulah, penelitian ini penting untuk dilakukan
mengingat manfaatnya yang begitu besar baik upaya membangun kebersamaan
masyarakat Indonesia maupuan dalam pengembangan keilmuan falak atau astronomi
pada khususnya. Selain itu bisa memberikan kejelasan kepada masyarakat awam

mengenai apa yang menjadikan perbedaan tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Perbedaan merupakan keniscayaan yang harus di lalui oleh umat manusia.
Perbedaan akan memiliki nilai yang indah tatkala antara manusia memahami akan
perbedaan tersebut. Selama umat manusia berpegang teguh pada Al-Qur’an dan
Sunnah serta tidak menjadikan perbedaan itu sebagai big enemies, dapat diharapkan

kehidupan manusia akan damai dan saling menghormati.
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Perbedaan bisa menjadikan ukhuwah Islamiyyah di Indonesia akan ternodai
dan terusik,'® bahkan akan menimbulkan sebuah konflik yang tidak ada akhirnya.
Kehidupan masyarakat tidak selamanya teratur, tentram dan damai, tetapai senantiasa
akan dihantui konflik.?” Konflik akan semakin membesar jika antara kedua belah
pihak yang berkonflik tidak ada titik temu dan dialog untuk meredam konflik
tersebut.

Sejarah mencatat bahwa ketika Rasulullah masih hadir di tengah-tengah kaum
muslimin, kebutuhan akan ijtihad belum begitu dirasakan karena hampir setiap
muncul permasalahan dapat dan mudah langsung bertanya pada beliau. Di sisi lain
apabila sahabat berijtihad maka hasilnya segera disampaikan kepada Nabi dan diberi
keputusan beliau. Akan tetapi sepeninggal beliau, para sahabat mulai merasakan
kebutuhan untuk melakukan ijtihad terhadap permasalahan yang semakin kompleks

dan terkadang belum dijumpai ketika Nabi masih hidup. Oleh karena itu, ulama

5 Ali-Imron (3): 103.

16 Sambutan Menteri Agama Dr. Tarmizi Taher dalam buku Farid Ruskanda, 100 Masalah
Hisab & Rukyah, him. 10-11

Y Achmad Fedyani, Konflik dan Integrasi: Perbedaan Faham dalam Islam, (Jakarta;
Rajawali, 1986) him. 15-17
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sebagai penerus para nabi memiliki kewajiban untuk selalu melakukan ijtihad demi
pembaharuan hukum Islam. Jika ijtihad tidak dilakukan, maka hukum menjadi

tertinggal sedangkan zaman terus berkembang dengan permasalahan yang baru.®

19 D (landi ae LS8 oSl e 8 4ty 5 ) g il g 4ty )l ) e pua

Di Indonesia, yang penduduk muslimnya merupakan bagian terbesar negara
bangsa ini, hampir selalu terjadi perbedaan di dalam memahami dan mengaplikasikan
pesan hadis Rasulullah saw. tersebut dalam menentukan awal bulan gamariyah,
utamanya Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Implikasi lebih jauh adalah munculnya
tiga arus utama “mazhab”, pertama mazhab rukyat yang dipresentasikan oleh
organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia (NU), kedua, mazhab hisab
dengan sponsor utama Muhammadiyah; dan ketiga, mazhab imkan al-ru’yat yang
dimunculkan oleh “pemerintah” ?°

Nahdlatul Ulama berkesimpulan bahwa penetapan awal Ramadan, Idul Fitri,
dan Idul Adha oleh Qadr atau penguasa yang diberlakukan kepada masyarakat dapat

dibenarkan jika berdasarkan ru’yat al-hilal (melihat dengan mata kepala) atau

8 T.M. Hasby As-Shiddieqy, Syari’ah Islam Menjawab Tantangan Zaman, (Yogyakarta:
IAIN, 1981), him. 11

9 Imam al-Bukhari, al-Jami’ ash-Shahih, “Kitab ash-Shaum”, cet. ke-1 (Beirut: Dar al-Fikr),
him. 280

% pengantar yang disampaikan oleh Ahmad Rofiq dalam buku Ahmad Izzuddin, Figih Hisab
Rukyah, him. xii-xiv
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istikmal (menyempurnakan bulan Sya’ban 30 hari). NU mengikuti pendapat ulama
yang tidak membedakan mat/a’—qaris edar— suatu daerah, yakni ru’yat al-hilal di
salah satu tempat di Indonesia, diterima oleh Pemerintah sebagai dasar penetapan
awal bulan, berlaku di seluruh wilayah Indonesia. NU berkesimpulan bahwa ru’yat
al-hilal untuk menentukan awal bulan, adalah fardlu kifayah (kewajiban kolektif)
menurut imam empat, kecuali imam Hambali yang menyatakan sunnah. Karena itu,
NU menegaskan bahwa ru’yat al-hilal internasional karena berbeda matla’ dan tidak
dalam kesatuan hukum.

Muhammadiyah, organisasi kemasyarakatan terbesar kedua, menegaskan
bahwa di dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadan melalui Majlis Tarjih
menggunakan hisab wuwjud al-hilal (milad al-hilal). Kendatipun demikian,
Muhammadiyah menyatakan bahwa “apabila ahli hisab menetapkan bahwa (tanggal)
bulan belum tampak, atau sudah wujud tapi tidak kelihatan, padahal kenyataannya
ada orang yang melihat pada malam itu juga, Majelis Tarjih memutuskan bahwa
rukyatlah yang muktabar”. Karena itulah, Muhammadiyah lebih mengidentifikasikan
dirinya sebagai “mazhab hisab”.

Bagi Muhammadiyah, wujud al-hilal mengandung pengertian sudah terjadi
ijtima’ (konjungsi) sebelum terbenam matahari, dan posisi bulan sudah positif di atas
ufuk. Jika Ailal (tanggal) belum wujud, atau posisi bulan negatif terhadap ufuk, maka

ketentuan yang muktabar tak berlaku.
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Pemerintah sendiri yang secara institusional “memiliki” kewenangan
(kompetensi) untuk berusaha menyatukan atau menghilangkan perbedaan pendapat.
Proposisi yang digunakan adalah hukm al-hakim ilzam wa yarfa’u al-khilaf artinya
putusan pemerintah menetapkan dan menghilangkan perbedaan pendapat. Dalam
aplikasinya, sistem hisab digunakan untuk menghitung kemungkinan hilal (tanggal)
bulan dapat di rukyat. Meskipun secara matematik, memformulasikan berapa derajat
angka pastinya tetap saja tidak mudah dibakukan. Dalam penerapannya, jika menurut
data hisab imkan al-rukyat sudah dinyatakan mungkin untuk rukyat, tetapi praktek di
lapangan tidak dapat di rukyat bukan karena mendung atau gangguan cuaca, maka
dasar yang digunakan adalah hisab. Jika sudah dinyatakan mungkin untuk dirukyat,
tetapi praktek di lapangan tak bisa dirukyat karena mendung atau gangguan cuaca,
maka dasar yang digunakan adalah istikmal (menyempurnakan hitungan bulan 30
hari). Tetapi upaya menyatukan pendapat ini, tidak mudah diterima secara
menyakinkan. Karena selain referensinya tidak atau belum bisa disepakati para
ulama, masing-masing mazhab baik rukyat maupun hisab, memiliki pedoman sendiri-

sendiri.
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Uli al-amri atau pemerintah memegang peranan penting dalam rangka
meminimalisir terjadinya crash yang disebabkan perbedaan pendapat dalam
masyarakat. Sehingga keputusan yang diambil Pemerintah yang berupaya
mengakomodir semua pihak bisa terlaksana.

Faladlls b sie due e aleY) o s

Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau kebijaksanaan
para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat harus dikaitkan
dengan kemashlahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu
kebaikan.?? Oleh karenanya tindakan pemimpin yang hanya sekedar menuruti hawa
nafsunya, tanpa memikirkan kemashlahatan rakyat adalah tidak benar.

Dengan adanya banyak “mazhab” dalam penentuan awal Ramadan, Syawal
dan Zulhijjah di Indonesia, para pihak yang tergugah untuk mengupayakan
penyatuan. Mengingat dari berbagai pengalaman perbedaan  seringkali
membingungkan masyarakat awam, bahkan seringkali mengusik ukhuwah Islamiyah.
Akan tetapi, sampai sekarang belum ada yang dapat diterima semua pihak. Namun
demikian, upaya penyatuan pemerintah dengan mazhab imkan al-ru’yat dengan
format kekuasaan isbar pada pemerintah merupakan upaya yang lebih memiliki

peluang untuk dapat diterima semua pihak. Upaya pemerintah ini pada dasarnya

22 Asjmuni A. Rahman, Qa’idah-Qa’idah Figih (Qawa’idul Fighiyyah), cet. ke-1 (Jakarta:
Bulan Bintang, 1976), him. 60-61. Baca juga As-Suyuti, A/-Asybah wa al-Naza’ir fi al-Furu®, cet. ke-
1 (Surabaya: al-Hidayat, 1965), hlm. 83-84.
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berpijak kepada upaya tercapainya keseragaman, kemaslahatan dan persatuan umat

Muslim Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan cara yang teratur dan
sistematis untuk pelaksanaan sesuatu.?® Sedangkan penelitian dapat diartikan proses
pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk
mencapai tujuan-tujuan tertentu.?* Di sisi lain ilmu yang memperbicangkan tentang
metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan disebut juga sebagai
Metodologi Penelitian.”® Dengan demikian secara umum metode penelitian
merupakan cara untuk mendapatkan kebenaran melalui data yang disusun secara
sistematis dan analitik guna memenuhi tujuan tertentu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun akan menggunakan metode

penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (Library Research).

Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur,

% Achmad Maulana dkk, Kamus llmiah Populer, (Yogyakarta: Absolut, 2004), him. 306

% Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Rosdakarya, 2008),
him. 5

% Hadari Nawawi, Metodologi Penelitian Bidang Sosial, cet. ke-8 (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 1998), him. 24
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baik di perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Literatur yang dipergunakan
tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan
dokumentasi, majalah-majalah, koran-koran, dan lain-lain berupa bahan tertulis. Dari
literatur tersebut dapat ditemukan teori, hukum, dalil, prinsip-prinsip, pendapat,
gagasan-gagasan dan lain-lain yang dapat digunakan untuk menganalisa dan

memecahkan masalah yang diselidiki.?®

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu suatu penelitian yang dilakukan
untuk menginventarisasi secara kritis analisis, yaitu dengan menemukan fakta,
pengertian serta permasalahan dengan diikuti oleh analisis yang memadai. Dengan
mengkaji argumentasi yang digunakan NU dan Muhammadiyah mengenai kedudukan

isbat pemerintah.

3. Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah yang akan digunakan penyusun dalam penelitian ini
adalah pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat

kebenaran yang berdasarkan norma-norma agama.

2 |pid., him. 30.
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4. Pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penyusun akan menggunakan
teknik studi dokumenter, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan
dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan
masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah
dan lain-lain.

Selain itu penyusun juga akan menggunakan teknik komunikasi langsung,
yaitu dengan cara mengadakan kontak langsung secara lisan atau tatap muka (face to
face) dengan sumber data, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi

yang sengaja dibuat untuk keperluan tersebut.

5. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sehingga dalam menganalisa
data yang sudah ada, digunakan instrumen analisis metode deduktif, interpretatif,
induktif dan metode komparatif. Metode deduktif yaitu suatu pembahasan yang
berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada sesuatu yang
pada akhirnya akan digunakan untuk menilai satu kejadian dan ditarik pada
pengetahuan yang khusus.”’ Metode ini untuk mengungkap penyebab terjadinya
perbedaan dalam memahami kedudukan isbar pemerintah menurut NU dan

Muhammadiyah. Metode interpretatif maksudnya menafsirkan atau membuat tafsiran,

2 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi
UG, 1989), him. 4



19

tetapi yang tidak bersifat subjektif (menurut selera yang menafsirkan) melainkan
bertumpu pada evidensi objektif untuk mencapai kebenaran yang objektif.?® Metode
ini digunakan untuk menjelaskan landasan nas menurut NU dan Muhammadiyah.
Metode induktif adalah penalaran dari data khusus dan memiliki kesamaan sehingga
dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum. Metode ini digunakan dalam
rangka mengambil generalisasi dari data-data khusus untuk mengolah data tentang
kedudukan isbat pemerintah dalam penentuan awal bulan gamariyah menurut NU dan
Muhammadiyah.

Selain itu juga menggunakan metode komparatif yaitu metode yang
digunakan untuk membandingkan sesuatu yang diselidiki dengan faktor-faktor lain
sehingga memperoleh kesimpulan yang berhubungan dengan situasi yang diselidiki.?®
Dalam hal ini digunakan untuk membandingkan antara NU dan Muhammadiyah yang

meliputi pokok masalah di atas.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini, agar kiranya menjadi kajian yang metodologis dan terkait
antara bab satu dengan yang bab lainnya, maka penyusun membagi ke dalam lima
bahasan yang dalam pembahasan bab terdiri bagian bab. Adapun sistematika

pembahasan yang penyusun rancang sebagai berikut:

% Sudarto, MetodePenelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), him. 42-43.

2 Winarno Surahmad, Dasar dan Teknik Research, (Jakarta: Bumi Aksara, tt.) him. 135.
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Bab Pertama, yaitu pendahuluan yang merupakan bagian paling umum dalam
pembahasannya karena memuat dasar-dasar penelitian. Adapun dalam pendahuluan
ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan yang terakhir adalah
sistematika pembahasan.

Bab Kedua, gambaran umum tentang isbat pemerintah yang secara umum
meliputi pengertian dan dasar hukum yang melatar belakangi adanya itsbat
pemerintah, selain itu akan kami paparkan hasil-hasil isbat pemerintah yang
berkenaan dengan awal bulan gamariyah khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijjah
mulai adanya zsbat pemerintah muncul sampai sekarang.

Bab Ketiga, membahas pandangan NU dan Muhammadiyah terhadap
kedudukan isbat pemerintah dalam penentuan awal bulan gamariyah.

Bab Keempat, merupakan analisis terhadap pandangan kedua ormas tersebut
terhadap kedudukan isbat pemerintah dalam penentuan awal bulan gamariyah
khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijjah.

Dan terakhir Bab Kelima, yaitu penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan

saran-saran serta lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang kami jabarkan pada bab-bab sebelumnya tentang

ishat pemerintah serta pandangan-pandangan Nahdlatul Ulama dan

Muhammadiyah mengenai kedudukannya, maka dapat kami simpulkan sebagai

berikut:

1.

Nahdlatul Ulama memandang kedudukan 7sbat pemerintah lebih diposisikan
sebagai jalan tengah terhadap perbedaan metode yang terjadi selama ini,
namun NU akan mengikuti 7isbat pemerintah bila dasar yang digunakan
dalam isbat tersebut menggunakan rukyat al-hilal atau istikmal. Ini sesuai
dengan keputusan Munas Alim Ulama di Situbondo tahun 1983 dan Cilacap
tahun 1987. Sedangkan Muhammadiyah memandang kedudukan isbat
pemerintah hanya sebagai sebuah otoritas, artinya hanya memiliki
kewenangan berdasarkan kekuasaan saja. Muhammadiyah akan mengikuti
isbat pemerintah jika pemerintah dalam hal memutuskan awal bulan
qamariyah bersifat autoritatif, yaitu berdasarkan syar‘i dan data astronomis
yang valid.

Pandangan kedua ormas di atas bisa dikategorikan sebagai faktor internal

yang menyebabkan salah satu kedua ormas tersebut tidak mengikuti atau

110
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tidak sama dengan hasil isbat pemerintah karena kedua ormas tersebut sudah
memiliki dasar sendiri dalam menetapkan awal bulan qamariyah. Nahdlatul
Ulama dalam menentukan awal bulan qamariyah berdasarkan pada hasil
ru’yat al-hilal atau istikmal 30 hari. Sedangkan Muhammadiyah dalam
menentukan awal bulan bulan gamariyah berdasarkan pada hisab dengan
parameter wujud al-hilal.

Sehingga dengan berbedanya metode penetapan awal bulan qamariyah dari
kedua ormas tersebut, apapun hasil 7shat pemerintah kalau tidak sesuai
dengan metode masing-masing kedua ormas maka pasti salah satu dari kedua
ormas akan berbeda penetapan dengan pemerintah.

Selain itu juga ada faktor lain selain faktor internal yaitu faktor politis,
faktor inilah yang bisa dikatakan sebagai faktor utama yang mempengaruhi
terhadap hasil 7sbat pemerintah dibanding dengan metode penetapan awal
bulan itu sendiri. Karena kedua ormas tersebut memiliki basis massa yang
sangat besar di Indonesia, maka secara tidak langsung akan memberikan
pertimbangan sendiri terhadap pemerintah dalam kelangsungan hidup
bernegara.

Seperti yang terjadi dari tahun ke tahun apabila Kementerian Agama —yang
selama ini sebagai otoritas yang menetapkan 7isbat—dipimpin dari salah satu
kedua ormas tersebut, sudah tentu dalam pengambilan keputusan apapun

tidak akan jauh dari mana dia berasal. Kalau dari kalangan NU bisa jadi
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keputusan cenderung ke metode yang digunakan NU, dan sebaliknya bila
Menteri Agama-nya dari kalangan Muhammadiyah bisa jadi keputusan

cenderung ke metode yang digunakan Muhammadiyah.

B. Saran

1.

Pemerintah telah berusaha menjembatani perbedaan yang terjadi, demikian pula
Majelis Ulama Indonesia dengan fatwanya. Akan tetapi semuanya kembali
kepada masing-masing orang yang berbeda apakah mau menjadikan jembatan
tersebut sebagai pemersatu atau tidak. Jika Pemerintah maupun MUI tidak dapat
menyatukan perbedaan, lalu siapakah yang diharapkan oleh semua orang untuk
menjadi u/f al-amr agar keputusannya diikuti oleh semua orang?

Pemerintah sebagai otoritas yang memiliki kewenangan luas, harus berupaya
keras duduk bersama dengan kedua ormas (NU dan Muhammadiyah) untuk
mencari titik temu bagaimana diperoleh suatu kriteria yang sama dalam
penentuan awal bulan qamariyah, terutama Ramadan, Syawal dan Zulhijj ah.
Perlu ada ke-/egawa-an dari masing-masing kedua ormas untuk
mengedepankan kepentingan bersama sebagai umat Islam di Indonesia, agar
tercipta suasana yang damai dan bersatu.

Perlu adanya sebuah pemahaman dan pengertian terhadap masyarakat, bahwa
keputusan yang diputuskan pemerintah merupakan sebuah konsensus dari
ahli-ahli dalam bidangnya, sehingga menjadikan masyarakat lebih dewasa

dalam memahami suatu perbedaan, perbedaan bukanlah untuk menimbulkan
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perpecahan, tetapi untuk menumbuhkan rasa saling menghormati terhadap
sesama muslim.
Perlu adanya pengembangan alat teknologi yang canggih untuk melihat hilal

sehingga dapat mengakomodasi integrasi metode rukyat dan metode hisab.
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